
LAMPIRAN 

Lampiran 1 

Surat tugas penggalian data dan wawancara dengan Partai politik 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2 

Hasil Dari Wawancara Dari PARPOL Draft Pertanyaan dan Jawaban atau Sudut 

Pandang 

1. Apa pandangan bapak terkait APK dan materi kampanye di luar jadwal kampanye ? 

Dan apakah hal ini dapat di kategorikan sebagai pelanggaran kampanye ? 

2. Bagaimana akibat hukum bagi peserta pemilu kampanye yang melakukan kampanye 

diluar jadwal ? 

3. Apakah sudah dilakukan sosialisasi kepada PARPOL, tim sukses atau sesama 

penyelenggara pemilu mengenai kampanye diluar jadwal ? Dan apabila sudah 

dilakukan, hasilnya bagaimana ? 

4. Apakah akan ada penertiban atau pengecekan oleh BAWASLU mengenai APK untuk 

memastikan pemasangan APK sesuai dengan peraturan pemilu ? mengingat sudah 

banyak APK yang mungkin sudah dipasang dimana-mana 

5. Apakah pemasangan APK ada izin-nya ? prosedur izinnya bagaimana ? dan kalau ada, 

apakah sudah pernah ada pelanggaran temuan yang sudah di tindak/di proses hukum ? 

6. Apakah perlu mengkaji ulang khususnya masalah pelanggaran APK dan materi 

kampanye yang penyebaran dilakukan diluar jadwal ? 

Pandangan dari PARPOL  

Hasil wawancara dan penggalian data yang telah penulis lakukan bersama bapak Abdullah 

selaku pimpinan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) 

Kabupaten sidoarjo, beliau mengatakan bahwa materi kampanye dengan Apk yang di pasang 

diluar masa kampanye adalah bentuk promosi sosialisasi dari Partai Politik (PARPOL) supaya 

dalam hal pemilu yang akan berlangsung masyarakat yang mempunyai hak memilih agar tahu 

bahwa partai tersebut mengikuti kontes dalam pemilu. Maka dari itu parpol menganggapnya 

bukan bentuk suatu pelanggaran selama tidak ada gambar yang mengisyaratkan suatu ajakan 

untuk memilih seperti yang digambarkan didalam APK yang berupa bentuk paku yang 

mencoblos. Beliau juga mengatakan di dalam penyebaran APK yang melanggar ketentuan 

merupakan kewenangan Bawaslu selaku pengawas pemilu dan didalam penindakan suatu APK 

yang bertebaran diluar jadwal merupakan hal yang tidak dapat dilakukan karena bentuk 

sosialisasi dari Partai sah-sah aja selagi tidak ada kaitannya dengan ajakan untuk memilih. 

 



Lampiran 3 

Dokumentasi wawancara PARPOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 4 

Surat tugas penggalian data dan wawancara dengan KPU (PPK Wonokromo) 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 5 

Hasil Dari Wawancara Dari KPU Draft Pertanyaan dan Jawaban atau Sudut pandang  

1. Apa yang dimaksud dengan APK dan materi kampanye? Dan apa saja yang termasuk? 

2. Bagaimana tanggapan bapak mengenai aturan APK dan materi kampanye  ? 

3. Bagaimana peran partai, jika sampai terjadi atau ditemukannya pelanggaran aturan APK 

dan materi kampanye diluar jadwal ? 

4. Apakah sudah pernah terjadi pelanggaran APK dan materi kapanye di luar jadwal? Dan 

jika belum pernah, bagaimana antisipasi tindakan yang dilakukan partai agar tidak 

sampai terjadi pelanggaran ? 

5. Apa sanksi yang akan diterima atau diberikan kepada pelanggar jika sampai hal tersebut 

benar-benar terjadi ? 

6. Menurut bapak, Apakah partai perlu melakuakan pengecekan APK sebelum 

disebar/dipasang ? 

Pandangan dari KPU Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)  

Hasil dari wawancara dan penggalian data yang penulis lakukan bersama bapak Muhammad 

Arif Widianto selaku anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) Kecamatan Wonokromo 

Kota Surabaya, beliau berpendapat bahwa APK adalah suatu benda yang dipasang untuk 

mempromosikan diri didalam penyelenggaran pemilu, dalam konteks penyebaran APK 

dengan materi kampanye diluar jadwal telah di tetapkan pengaturan jadwalnya didalam 

PKPU, dalam konteks penegakan APK yang bersebaran di tempat umum terkdang sulit 

untuk di tindak karena juga tidak bisa ditindak karena belum adanya laporan terkait dengan 

APK dan PARPOL pun menganggap bahwa APK tersebut yang berupa poster dan baliho 

merupakan bentuk sosialisasi terhadap masyarkat agar mengetahui bacaleg yang akan maju 

didalam kontes pemilu, dalam hal penertiban dan penindakan beliau berpendapat bahwa 

APK tidak memenuhi unsur ajakan untuk memilih  pasangan calon yang akan maju di 

pemilu karena tidak ada gambar berupa paku dan tanda contreng maka tidak bisa ditindak 

karena bagian dari sosialisasi. Beliau juga berpendapat bahwa adanya kejanbggalan tentang 

aturan yang kurang signifikan yang mengatur tentang proses penyebaran APK juga 

mnegenai hal larangan masa kampanye bukan masa diluar kampanye, didalam sosialisasi 

larangan tentang sosialisasi itu juga tidak jelas bagaimana regulasi tentang pemidanaannya, 

maka dalam hal itu juga mnyebabkan. 



Lampiran 6 

Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Penggalian data dan Wawancara dengan KPU (PPK Wonokromo)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


